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Bupati : RPJMD 2018-2023 untuk Mewujudkan Visi dan Misi 

  

Sosialisasi TPJMD HSS 2018-2013 ke Kecamatan Padang Batung dan Loksado di Aula Kantor 

Kecamatan Padang Batung 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(BAPELITBANGDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), sosialisasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023, yang diawali di Kecamatan Padang Batung dan 

Kecamatan Loksado, Rabu (18/12). 

Sosialisasi RPJMD dibuka Bupati HSS, Achmad Fikry, yang dihadiri Sekretaris Daerah 

(Senda) HSS, Muhammad Noor, Kepala Bappelitbangda Kabupaten HSS, Iwan Friady,  dan para 

Kepala OPD, Camat Padang Batung dan Camat Loksado, Forkopimca, MUI Kecamatan, Apdesi, 

Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Forum anak Kecamatan, organisasi wanita, dan organisasi 

pemuda kecamatan Padang Batung & Loksado. Bupati HSS H Achmad Fikry,mengatakan 

sosialisasi dilaksanakan Desember berarti setahun sudah kegiatan pembangunan dilaksanakan 

pada 1 Januari dan diakhiri 31 Desember.  

”RPJMD Pemkab HSS tertulis 2018 – 2023 karena memang pelantikan bupati dan wakil 

bupati pada 19 September 2018,” ujarnya. Dikatakan Fikry, RPJMD merupakan acara pelaksanaan 

program-program pembangunan selama 5 (tahun) kedepan. Menurutnya, pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten HSS 2018 – 2023 merupakan agenda strategis, dalam merumuskan visi misi bupati dan 
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wakil bupati, sesuai arah kebijakan program prioritas dan pencapaian program yang dilaksanakan 

oleh organisasi perangkat daerah. 

“RPJMD yang akan dicapat adalah menuju Kabupaten HSS yang cerdas, inovatif, 

teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat,” ujarnya. Dalam 

kesempatan itu, Bupati Fikry mengaku bersyukur karena RPJMD Kabupaten HSS selaras dengan 

RPJMN Pemerintah Pusat 2019- 2024. “Ada lima sasaran sentral pak presiden Jokowi SDM, 

infrastruktur dan peningkatan ekonomi, kita tidak susah merubah RPJMD, karena satu nafas 

dengan RPJMN Pemerintah Pusat lima tahun kedepan,” ujarnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kalselpos.com, Bupati : RPJMD 2018-2023 untuk Mewujudkan Visi dan Misi, Jumat, 

20 Desember 2019. 

2. https://banjarmasin.tribunnews.com, Disosialisasikan Sampai ke Kecamatan, Bupati Fikry 

Bersyukur RPJMD HSS 2018-2023 Selaras RPJMN, Jumat, 20 Desember 2019. 

 

Catatan: 

 

 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang RPJMD 

 Pasal 2 

 RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi  

pembangunan  daerah,  kebijakan  umum,  program  prioritas  Bupati,  dan  arah  

kebijakan  keuangan  daerah,  baik  yang  didanai langsung oleh Pemerintah 

Daerah maupun dari sumber lain. 

 RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi: 

o Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD. 

o Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD. 

 Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk : 

o mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah; 

o mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun 

antar tingkat pemerintahan; 

o mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
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penganggaran, pelaksanaan;  

o pengendalian dan pengawasan;  

o mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan 

o mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien,  efektif,  berkeadilan 

dan berkelanjutan. 

 

 Pasal 3 

 SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra 

SKPD. 

 

 Pasal 4 

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :  

 Bab I  : Pendahuluan. 

 Bab II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah. 

 Bab III  : Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dan Kerangka 

Pendanaan.  

 Bab IV  : Analisis Isu-isu Strategis. 

 Bab V  : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.  

 Bab VI  : Strategi dan arah Kebijakan. 

 Bab VII  : Kebijakan Umum dan Program Prioritas dan Kebutuhan 

Pendanaan.  

 Bab VIII  : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan. 

 Bab IX  : Indikator Kinerja. 

 Bab X  : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan. 

 

 Pasal 5 

 SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala  Bappeda dalam 

menyusun Renstra SKPD. 
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 Pasal 6 

 Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan RPJMD yang dituangkan 

ke dalam Renstra SKPD. 


